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gkat pertama, dalam
perkara cerai talak

12 Desember 1990,
pekerjaan Jual Beli

Xxxxxx, Kabupaten

I, tanggal 11 Februari 1987,
D3, pekerjaan Pegawai Negeri
/ as Xxxxxx, bertempat tinggal di

Pohuwato, sebagai Termohon;

Perngad

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 22 Agustus 2024, dengan
register perkara nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil

permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado,
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ikah Nomor : 29/07/111/2017,

ohon tinggal bersama di
ma 4 bulan, kemudian

XX, Kecamatan XXxxxXx,

ohon dan Termohon

ermohon dan tidak berguna bagi kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di
hargai sebagai suami;

o Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap terjadi

pertengkaran;

5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, dimana Termohon
menghina orang tua Pemohon dengan mengatakan orang tua Pemohon
tidak berguna melahirkan anak seperti Pemohon, sehingga Pemohon
kecewa dengan sikap Termohon, kemudian Pemohon pindah ke tempat
kerja Pemohon di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato. sejak saat itu
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun
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cukup alasan bagi
igaimana dimaksud
1975, dan untuk itu

a Marisa kiranya
yang timbul dalam

ohon mohon kepada

arnya berbunyi sebagai

depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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4/PA.Msa tanggal 23 Agustus
2024, yang dibacakan di
lak datangnya Termohon

tidak bercerai dengan
dlannya untuk bercerai

brmohon tidak pernah
resmi dan patut,

at gugatan Pemohon

nya, Pemohon telah
Akta Nikah Nomor :

dua orang saksi yang masing-

X, lahir di Marisa, tanggal 01 Agustus 1982,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks
Mts-Almubarok Marisa, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama
Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon

karena saksi adalah teman dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan

telah dikaruniai dua orang anak;
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on terakhir hidup bersama di

lamat di Desa XXXXXXXXXXXX,

Pemohon dan Termohon
hun sekarang ini rumah
arena sering terjadi

enerus;

at atau mendengar

pertengkaran antara

gflon pernah selingkuh

ah bercerita kepada saksi

ohon dan Termohon suka

5 ermohon sudah pisah tempat

mber 2022, karena Pemohon pergi

Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon agar

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b XXXXXXXXXXX, lahir di Manado, tanggal 16 April 1981,
agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
XXXXXXXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah bersumpah
menurut agama Protestan dan telah memberikan keterangan

dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

2publik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2publik Indonesia

Desa  XXXXXXXXXXXX,

ohon dan Termohon
n sekarang ini rumah
@rena sering terjadi

Pnerus;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon agar

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya

mohon putusan;
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an ini, maka ditunjuk semua

upakan bagian yang tidak

jdtan Pemohon adalah

enghadap sendiri di

ah datang menghadap
k menghadap sebagai

rat Panggilan (relaas)

berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya
bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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ak dapat dilaksanakan mediasi

016, karena Termohon tidak

k menjatuhkan talak
AN pertengkaran terus

embali dalam rumah

emohon, misalnya
dah dari Termohon,
engatakan orang tua
an tidak berguna bagi
Termohon, sehingga

39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap telah mengakui
kebenaran dari dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon.
Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkahkan kepada
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya, hal ini didasarkan
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keadilan (to enforce the truth

an terjadinya persepakatan

jo. Pasal 1685 KUH
il-dalil permohonannya;

daliinya, Pemohon telah

iR
urat berupa fotokopi Kutipan
san Agama, bermeterai cukup,

telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Maret 2017, dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan sampai saat ini keduanya masih dalam
ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi
di hadapan persidangan, Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut tidak
memenuhi syarat materil sebagai saksi, sebagaimana yang dimaksud oleh
ketentuan Pasal 306 - 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak
dapat diterima sebagai alat bukti, Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan
dari saksi-saksi tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan
pemohon, karena keterangan saksi-saksi bukan disebabkan kepada peristiwa
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sarkan penuturan Pemohon
tidak saling bersesuaian

gengan Termohon;

an kedua belah pihak.
) intah Nomor 9 Tahun

/ ’A enegaskan bahwa salah

O\ /9:/ L3 pertengkaran yang terus
A ‘.r...- . lagi untuk kembali rukun,
"------- 2An a yang terjadi dalam rumah
gga antara Pemohon dengan

unsur terjadinya suatu perceraian;
penjelasan Undang-undang Nomor 1

angka 4 huruf e€) yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa: “Karena tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan
Sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu
Serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan” hal ini telah sejalan dengan
Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek

terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian;
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gan alat bukti telah
, maka permohonan
dengan demikian
ni juga telah sesuai
or 1036 K/Sip/1982
enggugat yang tidak
sebagaimana yang
ntah Nomor 9 Tahun
isan Mahkamah Agung
996 yang menyatakan
memenuhi alasan-alasan
Peraturan Pemerintah Nomor

ffena  perkara ini termasuk bidang
Ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahur
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI

1 Menolak permohonan Pemohon;
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7

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
- WA W

sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

gadilan Agama Marisa
2024 Masehi bertepatan
ad Rifki Fuadi, S.H.I.
a hari itu juga dalam
lampingi oleh Haris

adiri oleh Pemohon

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 60.000,00
- Panggilan 'Rp 500.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00
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